Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.TSe
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:
PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Blitar, 06 Oktober 1978, agama
Islam, pekerjaan xxx Xxxxx XxxxxX, pendidikan SLTP,
tempat kediaman di KABUPATEN BULUNGAN,
PROVINSI KALIMANTAN UTARA, sebagai
Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Kediri, 03 Maret 1976, agama Islam,
pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman
KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN
UTARA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatanya tanggal 04 Januari 2023
telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.TSe,

tanggal 04 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. BahwaPenggugattelah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada
tanggal 03 April 2006 dihadapan Pejabat KUA Kecamatan Tanjung Redeb,
Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor 109/03/1V/2006 tanggal 03 April 2006;
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2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun
sebagaimana layaknya suamiisteri dengan baik, telah berhubungan badan
dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Tanjung Redeb,
Kabupaten Berau selama lebih kurang 5 tahun dan terakhir bertempat
tinggal di Tanjung Selor, XXXXXXXXX XXXxXXxxx selama lebih kurang 7 tahun;

3. Bahwadari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai
anak;

4. Bahwakehidupan rumah tangga Penggugatdan Tergugat mulai goyah dan
terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit
didamaikan sejak tahun 2016;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Desember 2019;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut
karena Tergugat sering tidak pulang kerumah berbulan bulan sejak bulan
Desember 2019 dengan alasan yang tidak jelas;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan
Desember 2019 hingga sekarang selama lebih kurang 3 tahun 1 bulan
Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 3
tahun 1 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana
sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan
kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara
dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10.Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa
rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi
karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang
berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi,

maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
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Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon
mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis
Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :
Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan
(relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut
disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya
tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan
bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Romaidah NIK
640405461078, tertanggal 12 September 2017. Bukti fotokopi surat
tersebut telah sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen dan bermeterai

cukup kemudian diberi kode (P.1);
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2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 109/03/IV/2006, tanggal 03 April 2006
yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXX
XXXXXXX XXXXK, XXXXKXXXX  XXXXXXXX, XXXXXXXK XXXXXXXXXX XXXXX. Bukti
fotokopi surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen
dan bermeterai cukup kemudian diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404061212110001, kepala keluarga atas
nama Nur Khayani tertanggal 07 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXX XXXXXXXX.
Bukti fotokopi surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, telah di
nazagelen dan bermeterai cukup kemudian diberi kode (P.3);

Bahwa Penggugat tidak bisa mengajukan saksi-saksinya, meskipun
Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu, namun Penggugat
tetap tidak bisa mengajukan saksi-saksinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanyayang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang
dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan
oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;
Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

i P g e ) o 4 0300 BT (G @) (o e 1 (8
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Artinya :

Dari Ibnu ‘Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam

bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya

orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi,

haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang

mengingkari (dakwaan)’. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah
mengajukan berupa P.1, P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk,
telah bermeterai cukup dan di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya
bukti P.1 adalah bukti yang sah. Bukti P.1 sesuai dengan aslinya yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten
Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti
tersebut menerangkan identitas Penggugat yang bernama Romaidah. Oleh
karenanya terbukti yang hadir di persidangan adalah Penggugat sendiri yang
merupakan warga dan tinggal di Kabupaten Bulungan yaitu wilayah yurisdiksi
Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah
bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya
bukti P.2 adalah bukti yang sah. Bukti P.2 sesuai dengan aslinya yang
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dikeluarkan oleh pejabatyang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, oleh karenanya
asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti P.2 menerangkan
TERGUGAT menikah dengan Romaidah binti Masijan, pada tanggal 03 April
2006, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri
yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga
bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya
bukti P.3 adalah bukti yang sah. Bukti P.3 sesuai dengan aslinya yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, maka asli bukti P.3 merupakan akta
autentik. Bukti P.3 menerangkan identitas Tergugat (Nur Khayani) dengan ayah
bernama Ahmad Ajib, berstatus sebagai kepala keluarga, Penggugat
(Romaidah) dengan ayah bernama Masijan, berstatus sebai istri. Maka terbukti
bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri, sebagaimana
alat bukti P.2, keduanya berdomisili di UPT Tanjung Buka SP.7, RT. 023, Desa
Tanjung Buka, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa Penggugattidak dapat mengajukan saksi-saksinya,
meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu namun
Penggugattetap tidak dapat menghadirkan saksi-saksi atau alat bukti lain untuk
menguatkan dalil-dalil gugatannya,;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan
dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat
harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata
di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan
kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum

putusan;
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Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 Masehi
bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami
Ahmad Rifai, S.H.l. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.l. dan
Fatchiyah Ayu Novika, S.H.l. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu
oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ahmad Rifai, S.H.I.
Hakim Anggota | Hakim Anggota Il

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera,

Hamran B, S.Ag
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Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp30.000,00
2. Proses Rp75.000,00
3. Panggilan Rp300.000,00
4. PNBP Panggilan Rp20.000,00
5. Redaksi Rp10.000,00
6. Meterai Rp10.000,00

Jumlah Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)
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